BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Indonesia adalah negara yang terdiri dari pulau-pulau, sehingga
mempunyai destinasi wisata atau tempat yang menarik untuk dikunjungi oleh
wisatawan dalam negeri maupun wisatawan luar negeri. Sumatera Barat
sebagai bahagian dari negara Indonesia juga mempunyai destinasi wisata
unggulan yang dapat dikunjungi oleh wisatawan. Berdasarkan data Statistik
Kepariwisataan Sumatera Barat, pada tahun 2019 wisatawan domistik yang
berkunjung ke tempat wisata yang ada di Sumatera Barat berjumlah
8.169.147, sementara itu untuk Kota Padang berjumlah 843.296!

Pariwisata adalah perjalanan wisata yang dilakukan secara berkali-kali
atau berkeliling-keliling, baik secara terencana maupun tidak terencana yang
dapat menghasilkan pengalaman total bagi pelakunya. 2Artinya dari
pengertian tersebut pariwisata merupakan kegiatan seseorang atau wisata
mencari tempat yang membuat dia senang. Daya tarik tempat wisata sudah
barang tentu disiapkan oleh pelaku usaha pariwisata untuk menarik
wisatawan datang salah satunya tempat hiburan musik yaitu karaoke.

Karaoke adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas menyanyi

thttps://www.google.com/search?q=destinasi+pariwisata, Dinas Pariwisata Sumatera Barat,
Statistik Kepariwisataan Sumatera Barat,2019 , diakses pada 7 November pukul 05.00 WIB

“https://pemasaranpariwisata.com/2017/11/05/wisata-pariwisata-kepariwisataan/ , diakses
pada 7 November pukul 05.00 WIB
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dengan atau tanpa pemandu. Menurut Pasal 6 ayat (1) huruf g Jo Pasal 12 ayat
(1) huruf g Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2012 tentang Tanda Daftar Usaha
Pariwisata (selanjutnya disebut Perda/ Tanda Daftar Usaha Pariwisata), karaoke
termasuk penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi. Pelaku usaha
pariwisata harus dalam menjalankan usahanya harus mendapatkan izin dari
Walikota. Terkait dengan tempat karaoke menurut Pasal 27 Perda Tanda Daftar
Usaha  Pariwisata  menyebutkan =~ Permohonan  pendaftaran = Usaha
Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi harus melampirkan dokumen:

a. fotokopi akta pendirian badan usaha yang mencantumkan usaha
penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi sebagai maksud dan
tujuannya dan perubahannya jika ada, untuk pengusaha yang berbentuk
badan usaha, atau fotokopi kartu tanda penduduk untuk pengusaha
perseorangan; dan

b. fotokopi izin teknis dan dokumen lingkungan hidup sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengawasan terhadap pelaku usaha pariwisata yang melanggar ketentuan
maksud dari izin yang diberikan terus dilakukan oleh dinas terkait dan dibantu
oleh penegak Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dalam hal ini
adalah Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Menurut Pasal 5 Peraturan
Pemerintah No. 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja
menyebutkan
Satpol PP mempunyai tugas

a. Menegakan perda dan Perkada

b. Menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman

c. Menyelenggarakan perlindungan masyarakat
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Fungsi Satpol PP

1. Penyusunan program penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan
ketertiban umum dan ketentraman serta penyelenggaraan perlindungan
masyarakat.

2. Pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan Perkada penyelenggaraan
ketertiban umum dan ketentraman serta penyelenggaraan perlindungan
masyarakat

3. Pelaksanaan Kordinasi penegakan Perda dan Perkada penyelenggaraan
ketertiban umum dan ketentraman serta penyelenggaraan perlindungan
masyarakat dengan instansi terkait

4. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum atas
pelaksanaan Perda dan Perkada, dan

5. Pelaksanaan fungsi lain berdassarkan tugas yang diberikan oleh kepala
daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebagai bentuk tugas dan fungsi Satpol PP tersebut adalah contoh kasus
penertiban yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang dan
Tim Satuan Kerja Keamanan Kota (SK4) Pemko Padang di sebuah caffe kawasan
anak Aia Baypass, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, pada hari Minggu 9
Februari 2020 dini hari karena adanya laporan masyarakat ke Mako Satpol PP
Kota Padang. Bahwasanya ada kegiatan karoake ilegal yang tanpa izin beroperasi
dan telah membuat warga disekitar menjadi resah’, Tempat karoake tersebut
disinyalir telah melanggar Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2012 tentang Tanda
Daftar Usaha Pariwisata. Tempat usaha yang melebihi waktu tutup jam operasi

untuk usaha karaoke, klub malam, diskotik paling lambat jam 02.00 WIB, maka

3 https://www.analisakini.id/2020/10/satpol-pp-padang-aman
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Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang melakukan penyegelan terhadap
karaoke yang baru buka tersebut. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Bapak
Alfiadi ,S.Sos,M.M menyampaikan bahwa dalam waktu yang dekat beberapa
cafe karaoke yang tidak memiliki izin akan di lakukan peneyegelan dan tidak
dibiarkan beroperasi lagi .

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik membuat karya ilmiah
dalam bentuk skripsi dengan judul "UPAYA SATUAN  POLISI PAMONG
PRAJA (SATPOL PP) KOTA PADANG DALAM MENERTIBKAN
TEMPAT HIBURAN KARAOKE TIDAK BERIZIN"

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, yang menjadi rumusan masalah dalam
penulisan ini adalah :

1. Bagaimanakah upaya Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Padang
dalam menertibkan tempat hiburan karaoke tidak berizin?
2. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol

PP) Kota Padang dalam menertibkan tempat hiburan karaoke tidak berizin?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian adalah sebagai berikut

1. Untuk menganalisis upaya Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota
Padang dalam menertibkan tempat hiburan karaoke tidak berizin.

2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi Satuan Polisi Pamong
Praja (Satpol PP) Kota Padang dalam menertibkan tempat hiburan karaoke

tidak berizin.

D. Metode Penelitian
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1. Jenis penelitian
Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis yang dengan
kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula
dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku
serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat*
2. Sumber Data
a. Data primer
Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber
pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas.’ yaitu
sumber data melalui wawancara 6 orang pihak petugas Satpol PP Kota
Padang yang melakukan penindakan pada tempat karaoke yang tidak
mempunyai izin usaha.
b. Data Sekunder
Data skunder adalah data-data statistik yang diperoleh dari buku-buku
sebagai data pelengkap sumber data primer. Sumber data skunder penelitian
ini adalah data-data yang diperoleh dengan melakukan kajian pustaka
seperti buku-buku ilmiah, hasil penelitian dan sebagainya. Data skunder
mencakup dokumen-dokumen, buku, hasil penelitian yang berwujud
lapangan, dan seterusnya.®
3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah

a. Wawancara

Wawancara adalah situasi peran antara pribadi bertatap muka,

4 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: Rineka Cipta,
2002), hlm. 126
> Amiruddin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006),
hlm. 30.
®Ibid, him. 30-31
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ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-
pertanyaan yang di rancang untuk memperoleh jawaban yang relafan
dengan masalah penelitian dengan responden’. Wawancara dilakukan
dengan semi terstruktur, sebelum dilakukan wawancara telah
dipersiapkan suatu daftar pertanyaan yang lengkap dan teratur.
b.  Studi Dokumen
Studi dokumen merupakan teknik pengumpulan data yang tidak
langsung di tujukan kepada subjek penelitian dalam rangka dalam
memperoleh informasi terkait objek penelitian®
4. Analisis data
Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif maksudnya. Suatu
teknik yang mengambarkan dan menginterpretasikan data-data yang telah
terkumpul, sehingga diperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh

tentang keadaan sebenarnya.’

Ibid, hlm, 31

8Soejorno Soekanto, 1986 Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, universitas indonesia, hlm 12

°H. Zainudin Ali, 2021, metode Penelitian Hukum, Jakarta, sinar grafika, him 18
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